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Hal : Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi

Yth. Bupati Lombok Timur 
di Tempat

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat pada upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi  di  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  melalui  Direktorat  Pembinaan
Peran Serta Masyarakat (Dit. Permas) KPK telah membentuk Percontohan Desa Antikorupsi
tingkat  Provinsi  sejak tahun 2021 hingga 2023,  salah satunya Desa Kumbang,  Kabupaten
Lombok  Timur,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  pada  tahun  2022.  Sesuai  buku  Panduan
Percontohan  Desa  Antikorupsi  yang  disusun  oleh  KPK,  maka  perlu  dilakukan  monitoring
terhadap desa tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Bupati menugaskan Inspektur, Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Kominfo untuk mendampingi tim Dit. Permas
KPK,  dan  Kepala  Desa  Kumbang  untuk  mempersiapkan  pelaksanaan  kegiatan  monitoring
yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 28 Juli 2026
Pukul : 09.00 – 14.00 WITA
Lokasi : Kantor Desa Kumbang 

Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi Sdr.
Firlana  Ismayadin  (08121322315)  atau email  :  firlana.ismayadin@kpk.go.id dan  Sdri.  Yasa
Latifa Helmi (085212580594) atau email: yasa.helmi@kpk.go.id.

Demikian disampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.
a.n. Pimpinan
Plh. Deputi  Bidang Pendidikan dan Peran Serta 
Masyarakat,

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Yonathan Demme Tangdilintin
Tembusan:
1. Pimpinan KPK
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat
3. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
7. Inspektur KPK
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Susunan Acara
Monitoring Implementasi Indikator Desa Antikorupsi

Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Lombok Timur, 28 Juli 2026

No. Pukul (WITA) Kegiatan Narasumber Peserta

1 08.30 - 09.00 Registrasi peserta

Perangkat Desa, 
BPD, Pengurus 
BUM Desa, 
Perwakilan Tokoh 
Agama, Tokoh 
Adat, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh 
Pemuda, Tokoh 
Perempuan, dan 
Organisasi 
Masyarakat Desa

2 09.00 - 09.15
Pembukaan
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Pembacaan Doa

3 09.15 - 09.25 Sambutan Pemerintah Kab. Lombok Timur Inspektur Kabupaten

4 09.25 - 09.35 Sambutan KPK Dit. Permas KPK

5 09.35 - 10.15 Paparan Program Pencegahan Korupsi Kepala Desa 
Kumbang

6 10.15 - 11.00 Diskusi dan Tanya Jawab

Dit. Permas KPK7 11.00 - 12.00 Kunjungan Ruang Pelayanan Publik dan 
Kunjungan Lapangan

8 12.00 - 13.00 Ishoma

9 13.00 - 14.00 Penyampaian Hasil dan Penutup

KPK, Pemkab 
Lombok Timur, 
Kepala Desa 
Kumbang, 
Sekretaris Desa 
Kumbang, BPD 
Desa Kumbang

a.n. Pimpinan
Plh. Deputi  Bidang Pendidikan dan Peran Serta 
Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi
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Panduan Paparan Pencegahan Korupsi
Percontohan Desa Antikorupsi

Desa Kumbang
NO TEMA

1

 Transparansi & Publikasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Keuangan Desa

 Kinerja Pengendalian Gratifikasi
 Kepatuhan Pertanggungjawaban (Laporan) BUM Desa sesuai PP 11 tahun 2021

2  Kegiatan Penilaian Kinerja Perangkat Desa
 Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa oleh BPD

3 Kepatuhan Tindak Lanjut atas Pengawasan (LHP Inspektorat, Pembinaan Camat, Pengawasan BPD,
dll)

4  Indeks Survei Kepuasan dan Perilaku Masyarakat
 Kinerja Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Jumlah Laporan Masuk & Laporan ditindaklanjuti)

5
 Dukungan Pemerintah Desa dalam melestarikan Adat Istiadat, Budaya, dan Kearifan Lokal yang 

mencerminkan nilai-nilai Antikorupsi
 Eksistensi Tokoh Desa dalam mewujudkan Desa yang antikorupsi

a.n. Pimpinan
Plh. Deputi  Bidang Pendidikan dan Peran Serta 
Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi
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